
 
PEMERINTAH KOTA DENPASAR 

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH 

NOMOR : 188.4/75/KEP/2022 
 
 

TENTANG 
 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) 

DESA DAUH PURI KAUH  

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH 

 
Menimbang  : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) 

Peraturan perbekel Desa Dauh Puri Kauh Nomor 6 Tahun 

2022 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi 

Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa 

Dauh Puri Kauh, perlu menetapkan keputusan Perbekel 

tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi ( PPID ) Desa Dauh Puri Kauh; 

Mengingat  : 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang 

Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik  

Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3465); 

2.  Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tetangDesa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 

5495); 

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terkahir dengan Undang – undang Nomor 9  

      Tahun 2015 tentang Pembahasan  Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);   

 

 

 

 

 

 

 



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) 

sebagaimana telah  dirubah beberapa kali terakhir dengan  

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037); 

9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang 

Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota 

Denpasar Tahun 2019 Nomor 25); 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 

tentang Penentapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran 

Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);  

11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 04 Tahun 2022 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Dauh 

Puri Kauh Tahun 2022 Nomor 45); 

 

 
 

MEMUTUSKAN   : 

Menetapkan :   

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Desa Dauh Puri Kauh sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; 

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Desa Dauh Puri Kauh sebagaimana dimaksud 

Diktum KESATUAN bertugas : 

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan 

pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; 

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan 

memberi pelayanan informasi kepada publik; 

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; 

4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 

5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk 

diakses oleh masyarakat; 

6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan 

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APB Desa) Dauh Puri Kauh. 

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

  

Ditetapkan  di    :  Desa Dauh Puri Kauh 
    Pada tanggal     :  10 Agustus  2022 

                    
Tembusan disampaikan Kepada Yth. : 

1. Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. 

2. Camat Denpasar Barat. 

3. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh. 

4. Arsip. 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH 
NOMOR : 188.4/75/KEP/2022 

TANGGAL :  10 AGUSTUS 2022 

TENTANG :  PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) 

 DESA DAUH PURI KAUH 
 
 

 
 

ATAS PPID 
 

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH 
 

DRS. I GUSTI MADE SUANDHI 

PPID 
 

SEKRETARIS  DESA DAUH PURI KAUH 
 

ANAK AGUNG BAGUS MAHENDRAYANA 

BIDANG PENGOLAAN DATA & 
KLASIFIKASI INFORMASI 

 
KOORDINATOR : PUTU ASRIANI 

DELIA  
 

ANGGOTA : I WAYAN                         
SUKANTA 

BIDANG  PELAYANAN INFORMASI 
& DOKUMENTASI 

 
KOORDINATOR : A.A.PUTU AGUS 

HENDRA DIANTARA 
 
ANGGOTA : NI MADE NURMAYATHI 

BIDANG FASILITASI SENGKETA 
IFORMASI 

 
KOORDINATOR : I WAYAN CIKA 

 
 

ANGGOTA : SRI APRINGGA WATI 


